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2. Undang-Undang Nomer : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer : 154
Tarnbahan Lernbaran Neqara Republik Indonesia Nemer: 3881); .

1. Unclang-Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nornor : 43, Tarnbahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 3687);

Mengirlgat

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
nuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri
KOI11I..imkasi dan Inforrr.atika tentang Standar Pelayanan Minimum
Balai Telekornunikasi dan lnformatika Perdesaan;

b. bahwa dalarn rangka eptimalisasi pelayanan Balai Telekomunikasi
dan rnforrnatika Perdesaan (BTIP) yang menerapkan Pola
Penqelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), perlu
diatur kembali ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimum
pada Balai Tefekomunikasi dan Informatika Perdesaan;

Menimbang: a. bahwa sebaqai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pernertntah Nemer: 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, telah ditetapkan pedoman Balai
Telekomunikasi dan Informatika (BTIP) dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan Peratuan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nornor : 34/PER/M.KOMINFO/11/2006
tentanq Standar Pelayanan Minimal Balai Satuan Kerja Sementara
Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
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NOMOR: 28/PER/M.KOMINFOI 7 12009
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14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Jasa TeJekomunikasi sebagaimana telah
diubah terakhir denqan Peraturan Menteri Komunikasi dan
lnformatika Nomor : 31/PER/M.KOMINFO/09/200S· ,

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nornor : KM. 20 Tahun 2001
tentanq Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menter; Kcmunikasi dan
Informatika NCIT'Or: 30/PER/M.KOMINFOI09/2008· ,

·12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2005
tentang Kerja Sama Pemerintah denqan Badan Usaha Oalam
Penyediaan Infrastruktur;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2005
tentang Pedornan Penyusunan dan Penerapan Standar PeJayanan
Minimal;

10. Peraturan Presiden Republlk Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
Republik Indonesia sebaqa'rnana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presider. Republik indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005
tentanq Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
I<er.ia Kernenterian Neqara Republik Indonesia sebagaimana telah
diucah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 20 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan 8adan Layanan Urnurn (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor . 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor : 45(2);

8. Psraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor : 20, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nornor : 4609);

6. Peraturan Pernerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan
Spektrum i-rekuensl Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran
Neqara Repubtk Indonesia Nomor : 3981);

5. Peraturan Pe-nermtah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Panyelenqqaraan Telekornunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Norr.or : 3980);

4. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 21)04 Nomor:
5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);

3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);



Stander Pelayanan Minunurn Balai Telekomunikasi dan Informatika
Perdesaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika ini.

PC'sal2

Standar Pelayanan Minimum Balai Telekomunikasi dan Informatika
Perdesaan merupakan pedoman dalam pelayanan yang diberikan oleh
Ba'ai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan.

Pasal 1

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG STANDAR PE'_AYANAN MINIMUM BALAI
TELEKOMUNIKASI DAN INFO~MATIKA PERDESAAN.

MEMUTUSKAN:

21.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 321 PERI
"'I.KOMINFO/10/2008 Tentang Kevzajiban Pelayanan Universal
Telekomurukas..

20. Peraturan Monter: Kornunikasi dan Informatika Norno.:
25/PER/M.KOMINFO/07/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Oepartemen Kornunikasi dan Inforrnatika;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.02/2007 tentang
Pe syaratan AdrmrustrasiDalam Rangka Pengusulan dan Penetapan
Satuan Kerja lnstansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layar.an Urnurn:

18.I(eputllsan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
145/t<EP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah
Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomer: 146/KEP/M.KOMINFO/06/2007;

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
05;PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif
At3S Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi
Kewajiban Pelayanan Universal TelekomunikasilUniversal Service
Obligation sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Mentori Komunikasi dan Informatika Nomor
?G/PER/M.KOMINFO/0712008;

16 Peraturan Menteri Komunlkast dan Informatika Nomor
35/PER.M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Telekornunikasi dan Informatika Perdesaan;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1006/KMK.05/2006 tentang
Per.etapan Balai Telekornunikasi dan Informatika Perdesaan Pada
Departemen Komunikasi dan Informatika Sebagai Instansi
Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
i.ayanan Urnum:

Menetapkar.
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MOHAMMAD NUH

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1t
Jakarta
2 JUli 2009

Ditetapkan di
Pada tanggal

Aga~ setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan
Peraturan Memteri Komunikasi dan Informatika ini dalam Berita Negara
Repubhk lndonesia.

Peraturan Mcnteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada
tang~a! ditetapkan.

Pasal4

Pada saat Peraturan Menteri ini mula! berlaku, Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nornor 34/PER/M.KOMINFO/11/2006
tenl.ang Standar Pelayanan Minimal Balai Saluan Kerja Sementara
Tele.comunikas! dan Informatika Perdesaan drcabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal3



4. Meningkati<an transparansi dan akuntabilitas pengelolan keuangan serta
efisiensi dan efextivitas keuangan.

3. Menjarnin konsistensi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta
evaluasi atas pelaksanaan penyediaan KPU telekornunicasi dan informatika
perdesaan;

2. Menjamir. terpenuhinya kuahtas pelayanan dalam pelaksanaan penyediaan
,KPU telekomunikasi dan informatika perdesaan;

1. Menjamin terlaksar:anya prosedur pelaksanaan atas penyediaan KPU
tetekornunikasi dan informatika perdesaan;

Tujuan ditetapkannya SPM In: adalah :

Maksud dltetapkannya SPM in; adaiah sebaqai pedoman dalam memberikan
layanan minimum atas pelaksanaan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan
informatlka perdesaan yang ditaksanakan oleh STir.

B. Maksud dan Tujuan

SPM ini rneruj.akan spesjfikasi teknis mengenai toJak ukur layanan minimum yang
dtberikaa olen STIP dalarn rangka melaksanakan penyediaan Kewajiban
Pelayanan Universal (KPU) telekomunikasi dan informatika perdesaan. SPM ini
perlu drtetapkan olen Menteri Komunikasi dan Informatika agar fungsinya sebagai
standar pelayanan BliP dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Slandar Pelayanan Minimum (SPM) rnerupakan batasan layanan minimum yang
harus oilaksanakan o!eh Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP)
yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pos dan
Teiekomunikasi Depa-ternen Komunikasi dan Informatika yang menerapkan Pola
Pengelo!aan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

A. Latar Belakanq

PENDAHULUAN

BABI

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
8ALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN

28 IPER/M.KOMINFOI 7 12009
2 JULI 2009

NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KOMUNlKASI
DAN INFORMATIKA



13.

12.

Peraturan Presiden Republik lndcnesia Nomor : 65 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Per~turan ~resid~n Republik Indonesia Nomor : 67 Tah.un 2005 tentang
Kerjasarna f ernerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur,

KeputL!san Menteri :,erhubungan Nornor : I,M. 20 Tahun 2001 tentang
~enyelenggara<1n J~nng3n Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir
oenpan Peraturan Menter; Komunikasi dan Informatika Nomor
:30/PER/M.r(OMINFO/09/2008· ,

11.

Peraturan Prpsideil Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisasi dan Tuqas Eselon I Kementerian Negara Republik indonesia
sebaqaimana tela, diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 21
Tahun 2003;

10.

9. Peraturan PresiiJen Republik Indonesia Ncimor : 9 Tahun 2005 tentang
Keoudukar , Tugas. Funqsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor : 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nemer : 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang
rAiIi" Negara/Oaerah fLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor: 20, Tarnbahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor: 4609);

7. Peraturan Pemerirtal1 Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanqan
Badan Layanan Umum (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nornor : 4f.\ Tarnbahan t.ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4502):

6. Peraturan Pernerintah Nomor : 53 Tahun 2000 lentang Penggunaan Spektrum
Frekuensl Radio dan Orbit Satelit (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nornor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor : 3881):

5. Peraturan Pemerintah Nomor . 52 Tahun 2000 tenlang Penyelenggaracn
1elekomunikasi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor :
107 Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980):

4. Undanq-Undanq Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lernoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);

3. Undanq-Undanq Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran
Neqara Republik Indonesia Nomor: 4286);

1. Undanq-Unoanq Nemer : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
. Pajak (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 43,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);

Peraturan Pe: undanq-undanqan yang menjadi dasar penyusunan SPM lni adalah :

C. Landasan Hukurn



SPM penyediaan KPU merupakan tolok ukur kinerja pelayanan KPU yang
diselenqqarakar, 01011 STIP untuk kepentingan masyarakat akan kebutuhan
telekornunikasi dan lnforrnatlka.

Standar Pelayanan Minimum selanjutnya disebut SPM adalah salah satu upaya
BTIP dalam rnelaksanakan layanan penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal
(KPU) yang harus dilakukan.

1. Pengerllan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

BAB II

21. Peraturan Menter! Komunikasi dan Informatika Nomor : 321 PERI M.KOMINFO
110/2008 Tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi;

20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
25/PER/M.KOMINFO/08/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kornonlkasi dan lnformatika:

19. Peraturan Menter! Keuangan Nemor : 119/PMK.02/2007 tentang Persyaratan
Administrasi Dalarn Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi
Pemerintah U:1tlJk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umurn,

18. Keputusan Menteri Kemunlkasi dan Infermatika Nemor
145/I<EP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan
Universal Telekomunrkasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Kemunikasi dan lnforrnatika Nomor : 146/KEP/M.KOMINFOI06/2007;

17. Peraturan Menleri Komunikasi dan lnforrnatika Nomer 05/PERI
M.KOMINFO/2/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kcntribusi Kewajiban Pelayanan
Universal Telekomunikasi/on/verse/ Service Obligation sebagaimana telah
diubah terakhir denqan Peraturan Menteri Kemunikasi dan Informatika Nomer :
26/PER/M.KOMINFO/07/2008;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35/PER.M.KOMINFO/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Telekomunikas! dan !nformatika Perdesac:n;

15. Keputusan Menteri Keuangan Nemer: 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan
Balai Tetekoruur rkasi dan Infermatika Perdesaan Pada Departemen
Komunikasi dan lnformatika Sebagai lnstansl Pemerintah Yang Menerapkan
Pola Penqelolaan Keuanqan Badan Layanan Umum;

14. Keputusan Menteri Perhuounqan Nemer : KM. 21 Tahun 2001 tentang
PenyelenggarClall Jasa Telekornunikasi sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kemunikasi dan Infermatika Nemer
31/PER/M.KOMINFO/09/2008;



d. Sosialisas: lokasi pelayanan KPU.

c. Penetapan loxas: pelayanan KPU;

2. Layanan Penerimaan Usulan Lokasi Pelayanan KPU, meliputi :

a. Surat pennintaan usulan lokasi pelayanan KPU;

b. Pelaksanaan cokllt lokasi pelayanan KPU;

d. Soslaliasi KKPU.

c. SuratTequ-anpembayaran KKPU;

b. Penarikan :<KPU;

a. Petaksanaan pencocokan dan penelitian penyelenggara jaringan dan atau
Ja33 telekomunikasi WaJib Bayar KKPU.

1. LayananIntensihkasiKontrlbusiKewajiban Pelayanan Universal (KKPU), meliputi :

Dalam SPM iru, [enis-jsrus layanan yang diselenggarakan oleh BTIP adalah sebagai
berikut·

JEt\JIS-JENIS LAYANAN KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL

BAB III

3. Indikator kinerja setlap keqiatan layanan ditetapkan setiap tahun oleh BTIP yang
keberhasilannya dmila: berdasarkan target tahunan.

e. Layanan data dan Informasi.

d. Layanan pengaduan pelanggan;

c. Layanan jasa telekornunikasi dan infomatika KPU;

b. Lavanan Penerimaan Usulan t.okasi Pelayanan KPU;

a. Layanan Inteosifikasl Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU);

2. SPM BTIP rnoncakup ~oqratan :

SPM yang ditelapkan .nerupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian
target.

Dengan SPM, BTIP dapat melihat kegiotan yang dilakukan serta indikator
kinerjanya don target yang akan dicapai.



A = jumlah penyelenggara jannqan dan
atau jasa telekomunikasi yang telah
dllakukan coklit KKPU;

(AlB) X 100 %3) Formula

Pelaksanaan coklit kepada penyelenggara
jaringan dan atau jasa telekomunikasi yang
dilakukan dengan cara pertemuan bersama
dan atau kunjungan ke kantor masing­
masing penyelenggara jaringan dan atau
jasa telekcmunikasi.

2) Cakupan/ruang lingkup

Prosentase -jurnlah penyelenggara jarinqan
dan atau jasa telekomunikasi yang telah
d'lakukan coklit KKPU dibandingkan denqan
jumlah penyeJenggara jaringan dan atau jasa
telekomunikasi.

1) lndikator

a. Pelaksanaan pencocokan dan penelitian penyelenggara jaringan dan atau
jasa telekomunikasi.

1. l.ayanan Intenstfikas. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KKPU) :

Indikator kinerja untuk setiap jenis layanan dinilai dengan menggunakan formula
seb9gaicenkut:

I:"-JDIKATORKINERJA

BABIV

b. Penanganan permohonan data dan inforrnasi pelayanan KPU.

a. Penerimaan perrnohonan data dan informasi pelayanan KPU;

3. Layanan data dan Informasi pelayanan KPU I meliputi :

b. Penanganan pcngaduan pelayanan KPU.

a. PencrimaClJ) penqaduan pclayanan KPU;

4. Layonan penqaduan pcianggan pelayanan KPU. melipuli :

c. Layanan jarinqar. pendukung tetekornunikasi dan atau informatika.

b. l.ayanan informatika KPU;

a. Layanan telekomurukas! I<PU;

3. Layanan jasa telekomunlkasi dan lnfomatika KPU, meliputi :



a. Surat permintaan usuian lokasi pelayanan KPU

4) Kategori Penilaian a. s 50 % = kurang baik
b. 51 % - 75% = baik
c. 76 % - .,00% = sangat baik

7.. Layanan Penerimaan Usulan Wilayah Delayanan KPU :

B = jumlah penyelenggaran jaringan dan
atau jasa teJekomunikasi eksisting.

A =jurnlah penyelenggara jaringan dan atau
jasa telekornunikasi yang hadir dalam
sosialisasi KKPU;

3) Formula (AlB) X 100 %

2) Cakupan/ruang Hngkup: Pemberian informasi dan regulasi mengenai
KKPU.

1) Indikator Prosentase jumlah penyelenggara jaringan
dan alau jasa telekomunikasi yang hadir
dalam sosialisasi KKPU dibandingkan
dengan target yang ditetapkan.

c. Sosia!iasi KKPU

B = Target pendapatan penerimaan KKPU
yang ditetapkan oleh DPR-RI.

A = realisasi pendapatan penerimaan KKPU;

3) Formula (AlB) X 100 %

2) Cakupan/n 18ng lingkup. Penagihan/penarikan KKPU sebesar 1,25%
dari Pendapatan Kotor (Gross Revenue) para
penyelenggara jaringan dan atau jasa
telekomunikasi.

1) Indikator Prosentase jumlah penerimaan KKPU yang
merupakan penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) dibandingkan dengan target KKPU
yang ditetapkan DPR-RI.

b. Penarikan KKPU

a. s 50 % = kurang baik
b. 51 % - 75% = baik
c. 76 % - 100% = sangat baik

4} Kategori Penilaian

B = jumlah penyelenggaran jaringan dan
atau jasa telekomunikasi.



lokasi dariS = jumlah usulan
masyarakat.

A = jumlah usulan lokasi pelayanan
KPU yang ditetapkan;

(NS) X 100 %3) Forrnura

Penetapan lokasi pelayanan KPU.2) Cakupan/ruang Iingkup

Prosentase jumlah usulan lokasi
pelayanan KPU yang ditetapkan oleh

• Menteri/Dirjen dibandingkan usulan
lokasi.

1) lndikator

c. Penetapan lokasi pelayanan KPU

= kurang baik
= baik
= sangat baik

~50 %
51 % -75%
76 % - 100%

a.
b.
c.

Kategori Penilaian4)

A:: jurnlahlokasi yang telah dicoklit
S = jumlah usulan lokasi KPU

(NS) X 100 %3) Formula

Pelaksanaan coklit lokasi pelayanan
KPU.

2) Cakupan/ruang Iingkup

Prosentase jumlah lokasi yang telah
dicoklit dengan lokasi pelayanan KPU
yang diusulkan oleh masyarakat.

1) lndikator

b. Pelaksanaan coklit lokasi pelayanan KPU

B = jumlah surat permintaan usulan lokasi
pelayanan KPU yang dikirim kepada
masyarakat.

A = jumlah surat jawab yang mengusulkan
lokasi pelayanan KPU;

3) Formula (NS) X 100 %

2) Cakunarvruanq lingkup: Penyampaian surat permintaan usulan lokasi
pelayanan KPU kepada masyarakat.

1j lndikatcr Prosentase jumlah surat jawaban yang
mengusulkan lokasi pelayanan KPU
dibandingkan dengan surat yang dikirim.



(NS) X 100 %

Penyediaan jasa akses informatika KPU.

Prosentase jumlah SSL yang telah
tersedia di WPUT dibandingkan dengan
jumlah WPUT.

S = jumlah WPUT.

A = jumlah SSL yang telah tersedia di
WPUT;

(NS) X 100 %

Penyediaan jasa akses telekomunikasi
KPU ..

Prosentase jumlah Satuan Sambungan
Layanan (SSL) yang telah tersedia di
wilayah Pelayanan Universal
Telekomunikasi (WPUT) dibandingkan
dengan jumlah WPUT.

3) Forrnula

2) Cakupan/ruang lingkup

1) lndikator

b. Layanan informatika KPU

3) Formula

2) Cakupan/ruang lingkup

t) Indikator

a. Layanan tetekomunlkasi KPU

3. Layanan Jasa telekomunikasi dan informatika KPU :

= kurang baik
= baik
= sangat baik

~50%
51 % -75%
76 % - 100%

a.
b.
c.

B = jumlah masyarakat yang
diundang sosialiasi lokasi
pelayanan KPU.

A = jumlah masyarakat yang hadir
dalam sosialisasi lokasi
pelayanan KPU;

(AlB) X 100 %

Pemberian informasi dan regulasi
menger.ai lokasi KPU.

Prosentase jumlah masyarakat yang
hadir dalam sosialiasi lokasi pelayanan
KPU dlbandingkan dengan msyarakat
yang drundanq.

Kat€gori Penilatan4)

3) Formula

2) Cakupan/ruanq lingkup

1) Indikator

d. Soslalisasi lokasi oelayanan KPU



Prosentase jumlah penanganan
gangguan pelayanan KPU yang berhasil
ditangani dibandingkan dengan jumlah
pengaduan yang masuk

i} Indikator

b. Penanqacan pengaduan pelayanan KPU

8 = jurr.lah pengaduan gangguan
pelanggan atas pelayanan KPU
bulan yang lalu.

A = jumlah pengaduan gangguan
pelanggan atas pelayanan KPU
bulan berjalan;

(AlS) X 100 %3) Formula

:<emampuan mendata jumlah
pengaduan gangguan peJayanan KPU.

2) Cakupan/ruanq lingkup

Prosentase jumlah pengaduan
gangguan pelanggan atas pelayanan
KPU pada bulan berjalan dibandingkan
dengan bulan sebelumnya

1) lndikator

a. Penerirnaan penqaduan pelayanan KPU

4. Layanan penqaduan peianggan pelayanan KPU :

A = jumlah jartnqan pendukunn
telekomunikasi dan/atau
informatika yang telah tersedia di
WPUT;

B = jumlah WPUT.

(AlB) X 100 %3) Formula

Penyediaan jarinqan pendukung
telekomunikasi dan atau informatika.

2) Cakupan/ruang lingkup

Prosentase jumlah jaringan pendukung
telekomunikasi dan atau informatika
yang telah tersedia di WPUT
dibandingkan dengan jumlah WPUT.

1) tndikator

c.. Layanan jarinqan pendukung telekornuni'casi dan/atau informatika.

8 = jumlah WPUT.

A = jumlah SSL yang telah tersedia di
WPUT;



c. Hasil evaluasi cligunakeln s~bagai masukan dalam rangka peningkatan.

b. Mstcde evaluasi dapat dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, wawancara,
pcnqamatan can studi dokurnenlasi;

a. Pslaksanaan evaluasi diJakukan secara berkala;

Ketentuan pelaxsanaan kegiatan evaluasl rneliputi :

c. Metode pemantauan yang digunakan diantaranya berupa kunjungan lapangan,
studi dokurnentasi, dan oe.temuan-perternuan dengan penyedia pelayanan KPU
telekornumkasi dar. rnformatika perdesaan dan masyarakat yang menerima
layanan KPU telekornunikasi dan informatika.
Keqiatan evaluasi diJakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian

can darncax program yang diselenggarakan berdasarkan hasil pemantauan dalam
ranqka peninqkatan kinerja ST!P.

b. Pelaksanaan oemantauan dilakukan secara berkala;

a. Mernbandinqkan standar pelayanan minimum dengan indikator yang ditetapkan;

Ketentuan peiaksanaan pernantauan rneliputi :

Pernanlauan untuk rnernastikan bahwa pelaksanaan penyediaan KPU
telekomunikasi dan informatika yang dlselenqqarakan oleh Balai Telekomunikasi dan
lnforrnatika Peroesaao (8TIP) telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pernar.tauan dan Evaluasi dilakukan Dewan Pengawas Balai Telekomunikasi dan
lntonnatika Perdesaan,

PEMANTAUI\N Dft.N EVALUASI

BABV

A= jumlah data dan informasi yang
berhasil ditangani

B= jumlah data dan informasi yang
dlterima

4' Kal(.;Dorl Perulaian a. s 50 % = kurang baikI

b. 51 % -75% = balk
c. -/6 %- 100% = sangat baik



(AlB) X 100 %3) Formula

Kernarnpuan mengatasi permohonan
data dan informasi pelayanan KPU.

2) Cakupan/ruanq lingkup

Prosentase jumlah penanganan
permohonan data dan lnformas:
pelayanan KPU yang berhasil ditangani
dibandingkan dengan jumlah
permohonan data dan informasi
pelayanan KPU yang masuk

1) lndikator

b. Penanqansn permohonan data dan informasi pelayanan KPU

A == jumlah permohonan data dan
informasi pelayanan KPU pada
bulan berjalan;

8 = jurnlah permohonan data dan
informasi pelayanan KPU bulan
sebelumnya.

(AlB) X 100 %3) Formula

jumlah
informasi

Kemampuan mendata
permohonan data dan
pelayanan KPU.

2) Cakupan/ruang lingkup

data
pada
bulan

Prosentase jumlah permohonan
dan informasi pelayanan KPU
bulan berjalan dibandingkan
sebelumnya.

lndikator1)

a. Penerimaan permohonan data dan informasi pelayanan KPU

5. Layanan data dan Intormasi Pelayanan KPU

2) Cakuparuruanq lingkup Kemampuan mengatasi gangguan
pelavanan KPU.

3) Formula (AlB) X 100 %

A= jumlah gangguan pelayanan KPU
yang berhasil ditangani;

B= jumlah gangguan pelayanan KPU
yang diterima.

4) Kategori Penilaian a. ~50 % = kurang baik
b. 51 % -75% = baik
c. 76 % - 100% = sangat baik
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c. SPM ini dapat dlkernbanqkan sejalan dengan perkcmbangan layanan penyediaan
I<PU telexornunixasi dan infonnatika perdesaan yang akan dilaksanakan oleh
BTIP.

b. Pedoman ini rne.upakan salah satu upaya untuk menstandardisasikan pelayanan
penyediaan KPU telekornunikasi dan informalika perdesaan agar proses
pel encanaan, polaksanaan dan monitorinq serta evaluasi pclayanan dapat
dilaksanakan delloan baik,

a. Standar Pelayanan Minimum (SPM) ini rnerupakan pedoman bagi Balai
Telekomunikasi dan Infufl1latika Perdesaan (BTIP) dalarn pencapaian layanan
minimum dalarn petaksanaan penyediaan KPU telekomunikasi dan informatika
perdesaan kepada penyedia KPU telekomunikasi dan informatika dan masyarakal
yang rnenerima layanan:

PENUTUP

BABVI


